BUPAT' ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN EUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 2: TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN,SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH SINGKIL,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Qanun
Kabupaten Aceh 3ingkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016
Nomor 251, Tambanan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil
Nomor 5), perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi,
tugas, fungsi dan tata kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daeral;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlt dibentuk Peraturan Bupati tentang

Kedudukan, Susunan Orgenisasi, Tugas Fungsi dan Tata
Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pemtentukan
Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik I'ndcnesia Nomor 3827);

Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Ncmor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undar.g-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);



o

Peraturan Pemerintah Nomnr 1£ ™=t 9014 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negar.. cpublis Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan
Kantor Wilayah Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota menjadi Perangkat Daerah Aceh dan
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Calam Negeri Nomor 95 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah Aceh;

Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Aceb Singkil (Lembaran Xabupaten Aceh Singki! Tahun 2016
Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil
Nomor 251).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUFATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupat: ini yang dimaksud dengan:

1.
2,

10.

LL.

Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil;

Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh
Singkil,

Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;

Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah
Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Aceh Singlil;

Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerali Kabupaten Aceh Singkil;

Sekretariat adalah  Sekretariat Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

Sekretaris adalah Sekretaris Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;

Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Acch Singkil;

Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil;



12. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB
adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan
kegiatan teknis operasional dan/atau legiatan teknis
penunjang tertentu; '

13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan
‘Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Aceh singlil.

BAB 11
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah.

BAB III
ORGANISASI

- Bagian Pertama
Kedudukan dan Susunan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

(1) Badan Perencanaan Pembangurian Daerah merupakan unsur
penunjang Pemerintah Kabupaten di bidang Perencanaan
Pembangunan Daerah;

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh
seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung
Jjawab kepada Bupati melalui Sekda;

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;

(4) Bidang dipimpin olel seorang Kepala Bidang yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;

(5) UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan pada BEadan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

(6) Sub Bagian dipimpia oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris:

(7) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;



Paragraf 2
Susunan

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah, terdiri dari:

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat;

c. Bidang Penyusunan Perencanaan Program, Pengendalian
dan Evaluasi;

d. Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian;

e. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan
Kewilayahan;

f. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial, Budaya,
Keistimewaan dan SDM,;

g. Bidang Penelitian dan Pengembangan;

h. UPTB; dan

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Penyusunan Program;
c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Penyusunan Perencanaan Program, Pengendalian dan
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri
dari:

a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
b. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi;
c. Sub Bidang Data dan Pelaporan.

(4) Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
a. Sub Bidang Pangan;
b. Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Pariwisata;
c. Sub Bidang Pengembangan Usaha, Investasi, Transmigrasi
dan Ketenagakerjaan.

(5) Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan
Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
terdiri dari:

a. Sub Bidang Perumahan, Infrastruktur dan Pengembangan
Witayah;
b. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

c. Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan
Kebencanaan.

(6) Bidang  Perencanaan Pembangunan  Sosial, Budaya
Keistimewaan dan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f, terdiri dari:

a. Sub Bidang Pengembangan SDM dan Keistimewaan;
b. Sub Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan;
c. Sub Bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial.

(7) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
a. Sub Bidang Penelitian Ekonomi dan Prasarana Wilayah;



(1)

b. Sub Bidang Penelitian Sosial, Budaya, Keistimewaan dan

Pemerintahan;
¢. Sub Bidang Perigembangan dan Inovasi.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas
melaksanakan  urusan  pemerintahan yang  menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang
Perencanaan dan Pembangunan Daerah sesuai dengan
Peraturan Perundang- Undangan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
menyelenggarakan fungsi :

a. melaksanakan urusan ketatausahaan Badan;

b. penyusunan program kerja tahunan, Jjangka menengah dan
jangka panjang;

c. perumusan kebijakan teknis bidang Perencanaan
Pembangunan Daerah;

d. pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang
ekonomi, ketenagakerjaan, infrastruktur, Kewilayahan,
pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya;

€. pemantauan, eva.uasi dan pelaporan pelaksanaan
pembangunan di Daerah yang bersumber dari APBK, APBA
dan APBN;

f. penyiapan bahan rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan
pembangunan di Daerah;

g. pelaksanaan tugas-iugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh atasan sesuai der.gan bidang tugasnva.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai
kewenangan sebagaimana berikut :

a. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Kabupaten;

b. melakukan koordinasi penyusunan Rencana Tata Ruang
Kabupaten,;

C. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Kabupaten; '

d. Melakukan koordinasi penyusunan Rencana Strategis
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renstra SKPK)

e. melakukan koordinasi penyusunan Rencana Kerja Satuan
Kerja Perangkat Kabupaten (Renja SKPK);

f. melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang);

g melakukan koordinasi penyusunan program dan kegiatan
dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Kabupaten (RKPK),
berdasarkan rurausan hasil musrenbang.

h. mengkoordinasikan perencanaan program/kegictan daerah
tahunan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
melalui Tim Anggaran;



menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja
Kabupaten melalui tim anggaran;

meneliti dan mer.gevaluasi Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) untuk bahan penyusunan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) perangkat daerah melalui tim anggaran;
dan

menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan
pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing
satuan kerja peranglat daerah.

melakukan koordinasi dan singkronisasi antar SKPK dan
Lembaga lainnya terutama dalam penyelenggaraan
pemerintah daerah terkait dengan penelitian dan
pengembangan;

melakukan kajian dan inovasi terhadap implementasi
regulasi/kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
melaksanakan pengkajian, analisa dan pengembangan
program pembangunan daerah;

Paragraf 2
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

FPasal 6

(1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati
melaksanakan urusar. pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah dan tugas pembantuan di bidang Perencanaan dan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

a.
b.

melaksanakan urusan ketatausahaan Badan;

penyusunan program Kerja tahunan, jangka menengah dan
jangka panjang;

perumusan  kebjjakan teknis bidang Perencanaan
Pembangunan Daerah;

pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang
ekonomi, pendidikan, kesehatan ketenagakerjaan,
infrastruktur, sosial dan budaya;

pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pembangunan di Daerah yang bersumber dari APBK dan
APBN;

penyiapan bahan rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan
pembangunan di Daerah;

menyusun dan melaksanakan kebijakan terkait dengan
penelitian dan pengembangan daerah;

. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya



Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2)
mempunyai tugas raembantu Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah ualam melakukan pembinaan dan
pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.
Penyusunan program da\n keuangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Sekretariat mempunyai fungsi:

a. pembinaan dan pengelolaan administrasi umum,
kepegawaian, penyusunan program dan keuangan;

b. koordinasi, singkionisasi dan integrasi pelaksinaan
kegiatan Badan;

c. pengelolaan pengaduan dan dokumentasi Badan;

d. penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan laporan
Badan;

e. penyelenggaraar pengelolaan  barang milik/kekayaan
negara;

f. pembinaan penyelerggaraan organisasi dan tatalaksana,
kerjasama dan hubungan masyarakat.

g pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu
Sekretaris dalam memberikan pelayanan adrministratif,
pengelolaan aset, ketatalaksanaan dan urusan tata usaha di
lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

(2) Sub Bagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu
Sekretaris dalam menyusun rencana strategis, rencana kerja
dan rencana anggaran di lingkungan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;

(3) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) huruf ¢ mempunyai tugas membantu Sckretaris dalam
penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan layanan dibidang
pengelolaan keuangan di Lingkungan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah.

Paragraf 4
Bidang Penyusunan Perencanaan Program, Pengendalian
dan Evaluasi

Pasal 9

(1) Bidang Penyusunan Perencanaan Program, Pengendalian dan
Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pengendalian
program kegiatan pembangunan daerah, pendanaan, evaluasi
dan pelaporan progran kegiatan pembangunan daerah.



(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bidang Penyusunan Perencanaan Program, Pengendalian
dan Evaluasi mempunyai fungsi:

a. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
(RPJPK, RPJMK, dan RKPK);

b. melaksanakan Msurenbang RPJPK, RPJMK dan RKPK;

c. melakukan analisis dan pengkajian perencanaan dan
pendanaan pembargunan daerah;

d. melakukan pengumpulan dan analisasi data dan informasi
pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;

e. pengintegrasian dan  harmonisasi  program-program
pembangunan di daerah;

f. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan,
pengendalian evaluasi dan informasi pembangunan;

g. mengkoordinasikan dan mengsingkronisasikan
pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran
daerah;

h. melekukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan
pembangunan . daerah, dan pelaksanaan rencana
pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan
daerah,;

i. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi
dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian
tujuan agar program‘'dan kegiatan sesuai dengan kebijakan
pembangunan daerah;

J. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah
berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan
pembangunan;

k. menyajikan dan mengamankan data infcrmasi
pembangunan daerah,;

1. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan
elektronik sebagai bahan komunikasi;

m. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan
pembangunan daerah;

n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan
pembangunan dasrah;

0. pengelolaan hasil anaiisis hasil evaluasi untuk penyiapan
pelaporan prograin dan kegiatan pembangunan daerah;

p. penyusunan hasi) evaluasi dan laporan program
pembangunan daerah.

Pasal 10

(1) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a mempunyal tugas
membantu Kepala Pidang Penyusunan Perencanaan Frogram,
Pengendalian dan Evaluasi dalam melakukan penyiapan,
penyusunan dan pendanaan program kegiatan pembangunan
daerah.

(2) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (3) buruf b mempunyai tugas membantu
Kepala Bidang Penyusunan Perencanaan Program,
Pengendalian dan Evaluasi dalam melakukan penyiapan,
penyajian dan melakukan pengendaliar dan evaluasi
perencanaan pembangunan daerah;



(3) Sub Bidang Data dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (3) huruf ¢ mempunyai tugas membantu Kepala
Bidang Penyusunan Perencanaan Program, Pengendalian dan
Evaluasi dalam melakukan penyiapan, pengumpulan data dan
menyusun laporan pembangunan daerah.

Paragraf 4
Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian

Pasal 11

(1) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis,
koordinasi kegiatan di bidang perencanaar pembangunan
ekonomi dan ketenagakerjaan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan
Ketenagakerjaan mempunyai fungsi:

a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan dacrah (RPJPK, PROMK dan RKPK) di bidang
perekonomian;

b. mengoordinasikan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
dan Rencana Keija Perangkat Daerah;

c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPK,
RPJMK dan RKPK di bidang perekonomian:

d. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan
DPRK terkait PRJPK, RPJMK dan RKPK;

e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRK
terkait APBK;

f. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi
RTRW dengan RPJPK, RPJMK dan RKPK dibidang
Pengembangan wusaha, koperasi, ketahanan pangan
pertambangan cdan energi, industri, perdagangan,
pariwisata, perikanan, investasi dan ketenagakerjaan.

g mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat
untuk prioritas Nasional;

Pasal 12

(1) Sub Bidang Ketahanan Pangan, sebagaimana dimaksud pada
Pasal 3 ayat (4) hurut a mempunyai tugas membantu Kepala
Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dalam
melakukan penyiaran bahan perencanaan, perumusan
kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di Bidang
Ketahanan Pangan,;

(2) Sub Bidang Industii, Perdagangan dan Pariwisata sebagaimana
dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) huruf b mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan
Perekonomian dalam melakukan penyiapan bahan
perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
koordinasi di bidang Industri, Perdagangan dan Pariwisata;
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(3) Sub Bidang Pengembangan Usaha, Investasi, Transmigrasi dan
Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4)
huruf ¢ mempunyai tugas membantu Kepala Bidang
Perencanaan Pembangunan Perekonomian dalam melakukan
penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan ‘eknis,
pembinaan dan koordinasi di bidang pengembangan usaha,
investasi dan ketenagealkerjaan.

Paragraf 5
Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur
dan Kewilayahan

Pasal 13

(1) Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan
Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5)
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan,
perumusan kebijakan teknis, koordinasi kegiatan di bidang
Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan;

(2). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktar dan
Kewilayahan mempunyai fungsi:

a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan deerah (RPJPK, PRIMK dan RKPK) di Bidang
Infrastruktur dan Kewilayahan;

b. mengoordinasikan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

¢. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPK, RPJMK
dan RKPK di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;

d. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRK
terkait PRUPK. RFJMK dan RKPK;

e. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRK
terkait APBK;

f. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi
RTRW dengan RPJPK, RPJMK dan RKPK dibidan g
Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan,
Perumahan, Lindungan Hidup dan SDA.

g. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat
untuk prioritas Nasional;

Pasal 14

(1) Sub Bidang Perumahan, Infrastruktur dan “engembangan
Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a
mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan
Pembangunan Infras‘ruktur dan Kewilayahan  dalam
melakukan penyiapan b5ihan, perumusan kebijakan teknis,
pembinaan dan mengoordinasikan kegiatan bidang

- Perumahan, Infrastruktur Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah.
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(2) Sub Bidang Perhubugan, Komunikasi dan Informatika
sebagaimana dimaksud dalam Pasal = . - 7 humuf b
mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan
Pembangunan  Infrastruktur dan  Kewilayahan  dalam
melakukan penyiapan bahan, perumusan kebijakan teknis,
pembinaan dan mengkoordinasikan kegiaten di bidang
Perhubungan, Komunikasi dar Informatika.

(3) Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan
Kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam P’asal 3 ayat (5)
huruf ¢ mempunyvai tugas membantu Kepala Bidang
Perencanaan Fembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan
dalam melakukan penyiapan bahan, peruriusan kebijakan
teknis, pembinaan, dar: mnengkkordinasikan l.egiatan di bidang
Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Kebencanaan.

Paragraf 6
Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial, Budaya,
Keistimewaan dan SDM

Pasal 15

(1) Bidang  Perencanaan Pembangunan Sosial, Budaya,
Keistimewaan dan SDM sechagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (6) mempunyzi tugas melakukan penyiapan bahan
perencanaan, perumusan kebijakan teknis, koordinasi
kegiatan di bidang perencanaan pembangunan Sosial, Budaya,
Keistimewaan dan SDV;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bidang Perenceriaan Pembangunan Sosial, Budaya,
Keistimewaan dan SDM mempunyai fungsi:

a. mengoordinasikan  penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan dacrah (RPJPK, PRUMK dan RKPK) di Bidang
Sosial, Budaya, Keistimewaan dan SDM;

b. mengoordinasikan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPK, RPJMK
dan RKPK di Bidang Sosial, Budaya dan Keistimewaan dan
SDM; ’

d. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRK
terkait PRJPK, RPJMK dan RKPK;

€. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRK
terkait APBK;

f. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi
RTRW dengan RPJPK, RPJMK, RKPK di bidang
Keistimewaan, dan rPengembangan Sumber Daya Manusia,
Kesejahteraan Sosijal, Pemerintahan dan Kelembagaan;

g mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat
untuk prioritas Nasional;
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Pasal 1%

(1) Sub Bidang Pengembangan SDM dan  seistimewaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a
mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan
Pembangunan Sosial, Budaya, Keistimewaan dan SDM dalam
melakukan penyiapan bahan, perumusan kebijakan teknis,
pembinaan dan  mengoordinasikan  kegiatan bidang
pengembangan SDM den Keistimewaan.

(2) Sub Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf b mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial,
Budaya, Keistimewaan dan SDM dalam melakukan penyiapan
bahan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
mengkoordinasikan  kegiatan di bidang Pemerintahan,
Kerjasama Antar Daerah dan Kelembagaan.

(3) Sub Bidang Kepencudukan dan Kesejaliteraan Sosial
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a
mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan
Pembangunan Sosial, Budaya, Keistimewaan dan SDM dalam
melakukan penyiapan bahan, perumusan kebijakan teknis,
pembinaan, dan mengkkordinasikan kegiatan di bidang
Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial.

Paragraf 7
Bidang Penclitian dan Pengembangan

Pasal 17
(1) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (7) mempunyai tugas rnelakukan

penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis,
koordinasi kegiatan di bidang Penelitian dan Pergembangan;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:

a. melakukan pengumpulan, penelitian dan survei bidang
Ekonomi, Sosial, Budaya Pemerintahan Prasarana Wilayah.

b. mengoordinasikan pengembagan inovasi di Lingkungan
Perangkat Daerah;

¢. menyusun laporan hasil penelitian, survei pembangunan
daerah;

d. memberikan rekomendasi dalam penyusunan perencanaan
pembangunan daerah;

e. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan daerzh (RPJPK, PRIMK dan RKPK);

f. mengoordinasikan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

g. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPK, RPUMK
dan RKPK;

h. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRK
terkait PRJPK, RPUMX dan RKPK;

1. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi
kegiatan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah;

J. mengoordinasikarn dukungan pelaksanaan kegiatan pusat
untuk prioritas Nasicnal;



k. melakukan identifikasi, inventarisasi s %=iian berbagai
regulasi dan kebijakan pembangurneii;

l. mengkaji isu-isu suategis terkait dengan kebttuhan
masyarakat;

m. melakukan kajian dan inovasi terhadap implementasi
regulasi/kebijaken pembangunan.

Fasal 18

(1) Sub Bidang Penclitian Ekonomi dan Prasarana Wilayah
sebagaimana dimaksvd dalam Pasal 3 ayat (7) huruf a
mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penelitian dan
Pengembangan dalam  melakukan penyiapan  bahan,
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
mengoordinasikan xegiatan bidang Ekonomi dan Prasarana
Wilayah.

(2) Sub Bidang Penelitian Sosial, Budaya, Keistimewasn dan
Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7)
huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penelitian
dan Pengembangan dalam melakukan penyiapan bahan,
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
mengkoordinasikan kegiatan di bidang Sosial, Budaya dan
Pemerintahan.

(3) Sub Bidang Pengembangan Inovasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (7) huruf ¢ mempunyai tigas membantu
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melakukan
penyiapan bahan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
dan mengkkordinasikan kegiatan di bidang pengembangan
inovasi.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan
kebutuhan.

" Pasal 20

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
Pasal 19, terdiri dari scjumlah tenaga, dalam jenjang jabatan
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai
dengan bidang keahl‘annya;

(2) Setiap kelompok setagaimana dimaksud dalam ayat (1),
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk
oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada masing-masing
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
dan ‘
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(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diatu: sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BAL Y
KEPEGAWAIAN

Pasal 21

(1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Sekretaris,
Kepala Bidang, Kepala UPTB, Kepala Sub Bagian dan Kepala
Sub Bidang diangkat dan ciberhentikan oleh Bupati;

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Badan diangkat dan
diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari
Bupati.

Pasal 22

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan;

rasal 23

Eselon Jabatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
~sebagai berikut;
a. Kepala Badan adalah jabatan struktural Eselon II.b atau
jabatan pimpinan tinggi pratama;
b. Sekretaris adalah jabatan struktural Eselon Ill.a atau jabatan
administrator;
c. Kepala Bidang adalah jabatan struktural Eselon [I.b atau
jabatan administrator;
d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah jabatan
struktural Eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 24
(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala
UPTB dan Kepala Sub Bagian/Sub Bidang wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi, singkronisasi dan simplikasi baik
intern mapun antar unit organisasi lainnye, sesua dengan
tugas pokok masing-masing;

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilinglzungan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah wajib melaksanakan
Sistem Pengendalian Interen Pemerintah.

Pasal 25

(1) Dalam hal Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka
Kepala Badan Perericanaan Pembangunan Daerah dapat
menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk
mewakili Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
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(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya
karena Dberhalarga, maka Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah menunjuk salah seorang Kepala Sub
Bagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya
karena berhalanga, maka Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah menunjuk salah seorang Kepala Sub
Sub Bidang untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 26

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-
masing pejabat dalam lingkungan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dapat mendelegasikan kewenangan
tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perunc}ang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 27
Segala Biaya yang diperlukan untuk meiaksanakan kegiatan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil (APBK)
serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-uadangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan
bagian yang tidak terpisalikan dari Peraturan Bupati ini;

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturar Bupati

Aceh Singkil Nomor 40 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok
dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Le:nbaga
Teknis Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten
Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
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Pasal 30

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
a tanggal 29 Desember 2016 M
: 29 Rabiul Awal 1438 H

ACEH SINGKIL,

Diundangkan di Singkil

pada tanggal 29 Desember 2016 M
29 Rabiul Awal 1438 H
BERETARIS DAERAH

\ GKIL &
\ 1

DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2016
NOMOR...289
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